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ABSTRAK 

 

Landreform merupakan program pemerintah berupa proses redistribusi 

tanah dan atau redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan. Redistribusi tanah merupakan salah satu kegiatan 

yang memegang peran penting dalam menyukseskan program landreform, karena 

seperti yang kita ketahui bahwa redistribusi tanah adalah pengambil alihan tanah-

tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah kemudian 

dibagikan kepada petani yang tidak memiliki tanah. Pada tahun 2019 di 

Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul kegiatan redistribusi tanah memiliki target 

200 bidang yang sudah ditentukan oleh Kantor Pertanahan pusat, target tersebut 

ditentukan sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing. Berdasarkan pada 

data tersebut penulis ingin mengetahui pelaksanaan redistribusi objek landreform 

di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2019. 

  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reaseach) yang mana 

dilakukan di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul mengenai 

redistribusi objek landreform Tahun 2019. Adapun sifat penelitian ini adalah 

deskriptip-analitik, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menganalisis objek 

penelitian, dimaksud untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul 

penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis untuk menjawab 

permasalahan yang akan diteliti. Dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris. 

Metode pengumpulan data dengan mengunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi serta dibantu referensi lain seperti buku, karya ilmiah dan peraturan 

perundang-undangan. 

  Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform telah dilaksanakan 

dengan baik meskipun ada beberapa kendala. Pelaksanaan tersebut dilakukan 

secara bertahap mulai dari persiapan dan perencanaan, penguasaan objek 

redistribusi tanah, Redistribusi tanah, dan bina penerima tanah. Dengan adanya 

redistribusi tanah objek landreform masyarakat mendapatkan kepastian hukum 

mengenai status kepemilikan tanah garapannya. Kepastian hukum yang 

didapatkan merupakan salah satu cara dan wujud Negara dalam mensejahterakan 

masyarakat. 

Kata Kunci : Redistribusi, Landreform, Kepastian Hukum 
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ABSTRACT 

 

Landreform is a government program in the form of a land redistribution process 

and/or land redistribution to reorganize control, ownership, use and utilization. Land 

redistribution is an activity that plays an important role in the success of the land reform 

program, because as we know that land redistribution is the taking over of agricultural 

land that exceeds the maximum limit by the government and then distributing it to 

landless farmers. In 2019 in Bantul District, Bantul Regency, the land redistribution 

activity has a target of 200 plots that have been determined by the central Land Office, 

this target is determined according to the conditions of each region. Based on these data, 

the author wants to know the implementation of the redistribution of land reform objects 

in Trirenggo Village, Bantul District, Bantul Regency in 2019.  

This research is a field research which was conducted in Trirenggo Village, Bantul 

District, Bantul Regency regarding the redistribution of land reform objects in 2019. The 

nature of the research This is a descriptive-analytic, namely describing, describing and 

analyzing the research object, intended to provide data related to the research title in a 

clear and detailed manner and then analyzed to answer the problems to be studied. With a 

juridical-empirical research approach. 

Methods of data collection using interviews, observation and documentation as 

well as assisted by other references such as books, scientific papers and laws and 

regulations. Based on the research conducted, it can be concluded that in the 

implementation of land redistribution, land reform objects have been carried out well, 

although there are several obstacles. The implementation is carried out in stages starting 

from preparation and planning, control of land redistribution objects, land redistribution, 

and construction of land recipients. With the redistribution of land as objects of land 

reform, the community gets legal certainty regarding the ownership status of the land they 

cultivate. Legal certainty obtained is one of the ways and manifestations of the State in 

the welfare of society. 

Keywords: Redistribution, Landreform, Legal Certainty 
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MOTTO   

 

GOLEK ILMU KUI ABOT, TAPI LUWIH ABOT NGAMALKE ILMU 

Mencari ilmu itu berat dan tidak mudah, akan tetapi lebih berat 

mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari 

(Ibuk Nyai Hj. Barokah Nawawi) 

Kita tidak tau kedepannya kita akan seperti apa, tapi kita harus siap menghadapi, 

melalui masa depan dan pandai-pandailah bersyukur. 
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 BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian dari sektor 

pertanian, baik sebagai pemilik tanah pertanian maupun petani penggarap. Tanah 

memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena tanah merupakan 

sumber dari kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia, aktifitas yang sering 

dilakukan oleh masyarakat indonesia yaitu seperti pemanfaatan terhadap 

permukiman, perdagangan, pertanian dan lain-lain,
1
 sudah menjadi kewajiban 

suatu negara untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya,
2
 

seperti yang sudah diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945) yang mengatakan bahwa : “Bumi air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.”   

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tetang 

peraturan Dasar Pokok Agraria adalah wujud pelaksanaan dari  ketentuan yang 

ada pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 
3
 Atas dasar 

ketentuan UUPA diterbitkanlah peraturan perundang-undangan landreform yang 

bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan 

                                                           
1
 Handy Novprastya, Sutomo Kahar, dkk, Kajiian tentang redistribusi tanah objek 

landreform di Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Desa Bogorame Kecamatan Sulang), Jurnal 

Geodesi Undip, Vol 3 :  IV, Oktober 2014, hlm.2. 

  
2
 Urip Santoso, Perolehan Hak atas Tanah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 1-

3. 
3
 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, 2010), hlm. 50-53. 
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pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan 

merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai 

kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.  

Berkaitan dengan kondisi tanah maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang peraturan dasar pokok agraria (UUPA) dinyatakan juga pada pasal - 

pasal yang menjadi dasar pelaksanaan landreform di Indonesia, pasal-pasal 

tersebut adalah : 
4
 

1. Pasal 7 UUPA  

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan 

penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. 

2. Pasal 10 UUPA  

a. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah 

pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya 

sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. 

b. Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat ini akan diatur lebih lanjut 

dengan peraturan perundangan. 

c. Pengecualian terhadap atas asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur 

dalam peraturan perundangan. 

3. Pasal 17 UUPA  

a. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan 

dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum 

                                                           
4
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria  (UUPA) 

Tahun 1960. 
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tanah yang oleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 

oleh satu keluarga atau badan hukum 

b. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan 

dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat 

c. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud 

dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, 

untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. 

d. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan 

ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-

angsur. 

Dewasa ini Kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan merupakan 

permasalahan pokok dalam masyarakat agraris. Melihat kondisi tanah yang 

timpang maka struktur tanah harus ditata ulang oleh pemerintah melalui kebijakan 

perundang-undangan guna mengangkat rakyat dari kemiskinan akibat 

ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat atas tanah. 

Hal serupa terjadi di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, 

sebagian besar masyarakat Desa Trirenggo bermata pencaharian sebagai petani 

dan memanfaatkan lahan yang tidak digunakan secara aktif oleh pemilik aslinya, 

sehinggga masyarakat berinisiatif untuk mengajukan usulan lokasi kepada 

kelurahan untuk dijadikan objek Lendreform.
5
 objek Landreform sendiri ada 

banyak, fokus objek Landreform di Desa Trirenggo adalah Redistribusi yakni 

                                                           
5
 Buku ke-2 Petunjuk Teknis pelaksanaan Redistribusi Tanah Kabupaten Bantul,  2019, 

hlm. 1. 
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tanah pertanian berupa Sawah, berdasarkan data yang didapat di Desa Trirenggo 

Kecamtana Bantul Kabupaten Bantul terdapat jumlah 17.787 jiwa, 17 pedukuhan, 

17 kelurahan, 75 kecamatan. 
6
 

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan 

manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah,
7
 Kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat  khususnya di Desa Trirenggo salah satunya yaitu dengan 

adanya kegiatan redistribusi tanah objek landreform yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata untuk sumber penghidupan 

rakyat yakni tanah berupa tanah sawah, sehingga dengan pembagian tersebut 

dapat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  

Redistribusi tanah itu sendiri mempunyai tujuan yakni mengadakan 

pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus kepastian 

hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehinggga dapat 

memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi kepada subjek penerima 

redistribusi tanah. Keberhasilan suatu daerah mengenai redistribusi tanah objek 

lendreform itu memicu daerah lain untuk memulai menyampaikan apresiasiya 

untuk mendapatkan hak yang sama dalam proses redistribusi tanah objek 

landreform. Khususnya Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, 

pada tahun 2019 pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform sendiri terdapat 

jumlah yang sangat banyak karena dalam desa tersebut terdapat banyak tanah 

                                                           
6
 Buku Monografi Desa Trirenggo Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Semester II 

tahun 2019 

 
7
 Tampil Anshari Siregar, Mempertahankan Hak Atas Tanah, (Medan : Multi Grafik 

Medan, 2005), hlm.2. 
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yang digarap oleh petani tanpa status kepemilikan. Kegiatan redistribusi tanah 

objek landreform pada tahun 2019 terbilang banyak dan berjalan dengan baik, 

berkas yang didaftarkan atau yang masuk sebagai usulan lokasi ada 163 bidang 

akan tetapi tidak semua berhasil, salah satu kendala yang menyebabkan tidak 

berhasil yakni sudah adanya pengeblokan pengukuran pada kegiatan PTSL pada 

Tahun 2018 Nomer Identtas Bidang (NIB) sehingga menyebabkan tidak bisa lagi 

pengukuran ulang terhadap tanah tersebut. 
8
 

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

1989 tentang organisasi dan tata kerja penyelenggaraan landreform yang dibentuk 

berdasarkan surat keputusan Bupati Bantul Nomor 78 tannggal 29 Januari 2018, 

telah melaksanakan sidang dalam rangka penetapan tanah yang dikuasai langsung 

oleh negara menjadi objek redistribusi tanah dengan ini menyatakan bahwa 

masing-masing tanah terletak di Desa Sriharjo seluas 442 m², di Desa Trirenggo 

seluas 26.484 m², dan di Desa Palbapang seluas 2.438 m². 

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis tertarik terhadap Desa Trirenggo 

karena memiliki cakupan luasan wilayah yang dijadikan tanah restribusi sangat 

jauh lebih luas dibandingkan dengan desa yang lainnya, maka dari itu penulis 

melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH 

OBJEK LANDREFORM DI DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL 

KABUPATEN BANTUL”. 

                                                           
8
 Wawancara dengan Edwin, Staf bagian pemerintahan desa Trirenggo, Kec Bantul, Kab. 

Bantul, tanggal 3 Maret 2020 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah :  

Bagaimana proses pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di Desa 

Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang berhubungan dengan rumusan 

masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut :  

Mengkaji dan memahami pelaksanaan Redistribusi Tanah objek 

Landreform di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

terhadap perkembangan ilmu Hukum khususnya pada bidang hukum 

Perdata, dan Penelitian ini juga diharapkan memberikan arahan dan 

masukan bagi peneliti selanjutnya. 

b. Secara praktis, Penelitian diharapkan memberikan manfaat pada bidang 

keilmuan dan dapat mengembangkan pola pikir dan analisis yang 

dinamis, sekaligus untuk mencocokan bidang keilmuan yang diperoleh 

dalam teori maupun praktek, penelitian ini juga  diharapkan mampu 

memberikan pemahaman lebih luas dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pembangunan bagi negara maupun 

masyarakat itu sendiri. 
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D. Telaah Pustaka  

Dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan adanya telaah pustaka. 

Tujuan dari telaah pustaka sendiri yakni  untuk mengetahui sejauh mana 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil karya penelitian lainnya 

(orang lain). Penyusun skripsi menyadari bahwa tidak pertama kali penelitian 

tentang redistribusi tanah objek ladreform, sudah ada penelitian yang dilakukan 

terkait  redistribusi tanah objek ladreform. Dari  beberapa pembahasan dan 

penelitian lain yang mana telah ditelusuri oleh penyusun, hal tersebut dilakukan 

untuk menghindari plagiasi dan duplikasi penyusunan, untuk itu penyusun akan 

mencantumkan beberapa tema yang masih ada kaitanya dengan redistribusi tanah 

objek ladreform. 

Pertama, skripsi yang disusun Regi Sepriyadi yang berjudul” Redistribusi 

Tanah Bekas HGU dengan konsep landreform by leverage“. 
9
 Dalam skripsi Regi 

Sepriyadi hanya membahas kepastian hukum yang diberikan kepada petani 

penggarap, sedangkan penulis disini membahas semua yang mencangkup ada 

pada kegiatan redistribusi tanah objek landreform khusunya di Desa Trirenggo, 

selain disini terdapat perbedaan tempat penelitian, Regi Sepriyadi meneliti di 

daerah Sumedang, sedangkan penyusun di Bantul. 

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nur Anwar yang berjudul “ Perspektif 

yuridis perjanjian penggunaan lahan objek landreform untuk peningkatan 

kesejahteraan rakyat (studi atas redistribusi tanah di Desa Tumbrep Kecamatan 

                                                           
9
 Regi Sepriyadi, “Redistribusi Tanah Bekas HGU dengan konsep landreform by leverage 

(studi di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang)”, Skripsi Program Studi D4, 

Jurusan perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2009. 
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Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah)”.
10

 Dalam skripsi Nur Anwar 

untuk cakupannya sama yakni satu desa akan tetapi disini Nur Anwar membahas 

mengenai  pembuatan dan pelaksanaan perjajian penggunaan lahan objek 

Landreform antara penerima dengan kantor pertanahan Kabupaten Batang, 

sedangkan penyusun membahas pelaksanaaan redistribusi tanah objek landreform 

dan hambatan yang ada didalamnya. 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Syamsul Fauzi yang berjudul “Pola 

komunikasi organisasi dalam redistribusi tanah perkebunan bekas PT Pakisadji 

(Studi deskriptif kualitatif pada organisasi himpunan tani masyarakat 

Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”.
11

 Syamsul Fauzi membahas pola 

komunikasi organisasi HITAMBARA Kabupaten Banjarnegara, dalam skripsinya 

hanya membahas suatu organisasi dalam kegiatan redistribusi. Sedangkan 

penyusun membahas pelaksanaaan redistribusi tanah objek landreform dan 

hambatan yang ada didalamnya, dan organisasi yang menjalankan kegiatan 

redistribusi tersebut. Untuk tempat penelitian Syamsul Fauzi cakupannya luas 

karena satu Kabupaten, menurut penyusun ketika cangkupan lebih luas ditakutkan 

kurang maksimal, sedangkan penyusun mengkhususkan pada satu desa saja. 

Penyusun fokus satu desa karena ingin maksimal untuk mengupas satu kegiatan 

redistribusi tanah objek landreform di Desa Trirenggo. 

                                                           
10

  Nur Anwar, “Perspektif yuridis perjanjian penggunaan lahan objek landreform untuk 

peningkatan kesejahteraan rakyat “studi atas redistribusi tanah di Desa Tumbrep Kecamatan 

Bandar Kabupaten Btang Provinsi Jawa Tengah” skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 

 
11

 Syamsul Fauzi, “Pola kmunikasi orgaisasi dalam redistribusi tanah perkebunan bekas 

PT Pakisadji (Studi Deskriptif kualitatif pada organisasi himpunan tani masyarakat banjarnegara 

kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ialam Negri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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E. Kerangka Teoritik  

1. Hak Menguasai Negara  

Kesejahteraan rakyat salah satunya dapat diwujudkan oleh peran aktif 

negara dalam hal penguasaan tanah. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni 

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 

tersebut mewajibkan kepada negara mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
12

 

Hak menguasai dari negara merupakan wewenang pemerintah pusat 

untuk : 

a. Mengatur, merencanakan dan menata alokasi, penggunaan penyediaan 

dan pemeliharaan dari bumi, air, dan udara; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara rakyat 

dengan bumi, air, dan udara; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum diatara rakyat 

dan juga tindakan-tindakan hukum yang terkait dengan bumi, air, dan 

udara. 

Dengan konsep tersebut maka pemerintah memiliki kekuasaan untuk 

merencanakan, mengatur dan menata guna tanah serta kekayaan alam, dan 

memberi kejelasan hubungan-hubungan seperti kepemilikan  dan menentukan 

tindakan yang legal dan ilegal.
13

 

2. Landreform  

                                                           
12

 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak atas tanah, (Jakarta : kencana, 2008), 

hlm.50 
13

 Noer Fauzi Rachman, Landreform dari masa ke masa, perjalanan kebijakan 

pertanahan 1945-2009, (Jakarta : Konsorsium Pembaruan Agraria, 2012), hlm.7-8. 
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Landreform pada mulanya dicetuskan oleh Lenin dan banyak 

digunakan di Negara blok timur dengan adagium, dimana “land to the tiller” 

untuk kepentingan politis di Negara sendiri.  Di Indonesia landreform yang 

dimaksud tidaklah sama dengan Negara Komunis, bukan hanya untuk 

kepentingan negara atau golongan tertentu saja, akan tetapi memberikan 

kemakmuran bagi rakyat baik secara individu maupun kelompok. 
14

 

Menurut Lipton landreform diartikan pengambil alihan tanah secara 

paksa, yang biasanya dilakukan oleh negara, dari pemilik-pemilik tanah yang 

sangat luas, dengan ganti kerugian. Dan Penguasaan tanah sehingga manfaat 

demi hubungan manusia dengan tanah dapat tersebar merata. 

Menurut Gunawan Wiradi menyatakan bahwa landreform mengacu 

kepada penataan kembali susunan penguasaan tanah, demi kepentingan petani 

kecil, penyangkap, buruh tani tak bertanah.  

3. Kepastian Hukum 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengerertian 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan kedua, 

berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena 

dengan adanya atauran yang bersifat umum itu inividu dapat mengetahui apa 

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.  

Di Indonesia prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip 

tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang 

                                                           
14

 Nadya Sucianti, Landreform Indonesia, Lex Jurnalica, Vol 1 : No.3, Agustus 2004, 

hlm. 134. 
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Nomer 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti 

oleh pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang 

kekuasaan hakim, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus 

menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diundang-

undangkanya UUPA, yaitu meletakan dasar-dasar untuk memberikan 

kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk 

mewujudkan jaminan kepastian hukum maka dilakukan melalui pembuatan 

peraturan Perundang - undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya 

tidak bertentangan dengan UUPA. Selain itu dilakukan melalui redistribusi 

tanah demi kemakmuran rakyat.
15

 

4. Penatagunan Tanah 

Menurut Dirjen Agraria Departemen, Tata guna Tanah adalah 

rangkaian kegiatan untuk mengatur penggunaan dan persediaan tanah secara 

berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, 

seimbang dan serasi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara.
16

 

Menurut RUU Tata Guna Tanah, Tata Guna Tanah adalah rangkaian 

kegiatann penataan penyediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara 

berencana dalam menyelesaikan pembangunan nasional. 

Menurut Direktorat Tata Guna Tanah, Tata Guna Tanah adalah usaha 

untuk menata letak proyek-proyek pembangunan baik yang diprakarsai oleh 

                                                           
15

 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperehensif, cet. Ke-2, ( Jakarta :  kencana 

Prenada Media Group, 2013), hlm. 64-65. 

 
16

 F.X. Sumarja, Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia, ( Lampung :  UNILA, 2008), 

hlm.16. 
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pemerintah maupun yang timbul dari prakasa dan swadaya masyarakat sesuai 

dengan daftar skala prioritas (DSP), sehingga di satu pihak dapat tercapai 

tertib penggunaan tanah, di pihak lain tetap dapat menghormati peraturan 

perundangan yang berlaku. 

F. Metode Penelitian  

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merpakan bagian 

yang terpenting dari suatu penelitian sebagai proses penyelesaian permasalahan 

tersebut. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan 

(field research), adalah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, 

penyusun memperoleh data-data dan informasi dilakukan dengan cara 

wawancara secara langsung, serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

2.  Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu menggambarkan, 

menguraikan dan menganalisis objek penelitian, dimaksud untuk 

memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan 

rinci kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. 

3. Pendekatan Penelitian  
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis- 

empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang ada serta memadukan bahan-

bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan 

kenyataan yang ada.
17

 

4. Sumber Data  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan secara 

langsung guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan diteliti.
18

 Penyusun memeperoleh data langsung dengan 

mengadakan wawancara, serta melakukan dokumentasi dengan 

pengumpulan data-data yang ada di lokasi penelitian 

b. Data Sekunder  

1. Bahan hukum Primer 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang 

pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. 

2. Bahan hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang diperoleh, 

dibuat dan merupakan pendukung dari sumberutama dansidatnya 

                                                           
17

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.52 

 
18

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004), hlm.70  
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tidak langsung. 
19

 Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh 

penulis antara lain adalah buku, skripsi, jurnal, internet dan hasil-

hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan Redistribusi 

Tanah Objek Ladreform 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.
20

 Wawancara secara 

garis besar terbagi menjadi dua yakni wawancara tidak terstuktur dan 

wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis 

yakni wawancara terstruktur dimana penulis mewawancarai langsung, 

beberapa masyarakat yang ada sangkut pautnya dalam penelitian ini. 

b. Observasi  

     Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra 

mata.
21

 Pada observasi ini peneliti secara langsung akan mengamati 

terhadap hal-hal yang diteliti berkaitan dengan situsi yang ada. 

c. Dokumentasi 

                                                           
19

 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 

hlm. 85. 

  
20

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 180. 

 
21

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups, sebagai instrumen 

penggalian data kualitatif (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 129 
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Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data penelitian yang 

diperlukan melalui dokumen tertulis maupun gambar. 
22

 Hal ini 

dilakukan untuk mendukung data lain yang telah terkumpul melalui 

wawancara dan observasi.  

6. Analisis Data  

Analisis data sangatlah penting dalam penelitian. Bagaimanapun 

berhasil penelitian sebelumnya, jika pada analisis data ini kurang dihayati dan 

dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya kurang memuaskan.
23

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptip kualitatif, yaitu 

setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan 

sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian 

masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang 

bersifat umum menjadi khusus, agar dapat dipahami dengan mudah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pemaparan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas, 

maka penyusun dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap bab dibagi 

sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang dapat memberikan 

gambaran terkait penelitian ini. Dalam bab ini penyusun memaparkan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

                                                           
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosial dan Hukum, ( Jakarta : Granit, 2004), hlm. 70 

 
23

 Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 140  
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Bab Kedua,  merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka. Tinjauan tersebut 

mencangkup Redistribusi tanah, Landreform , Tata guna tanah 

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun akan menjelaskan tinjauan umum 

tentang BPN dan  kondisi geografis Desa Trirenggo 

Bab Keempat, pada bab ini penyusun akan menyajikan data dan 

pembahasan hasil penelitian disertai analisisnya. Hal ini sekaligus menjawab 

permasalahan yang melatarbelakangi penelitian pada bab 1. 

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini, dengan dilengkapi daftar pustaka 

yang mencangkup semua sumber referensi dalam penelitian ini. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis 

menyimpulkan bahwa : 

Pelaksanaan redistribusi objek landreform di Desa Trirenggo Kecamatan 

Bantul Kabupaten Bantul secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, 

kegiatan tersebut tentunya memberikan kesejahteraan dan kepastian hukum pada 

masyarakat dengan memberikan sertifikat tanah, Kendala dan hambatan pada 

kegiatan redistribusi objek landreform pada 2019 yakni tidak tercapainya target 

200  bidang disebabkan 78 bidang masuk kluster K3 PTSL Tahun 2018 (sudah 

terdaftar dan terpetakan), Kesulitan mencari Obyek Redistribusi Tanah karena di 

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada tanah negara yang dapat dijadikan obyek 

kegiatan redistribusi tanah, Letak tanah/obyek kegiatan yang tidak berada dalam 

satu hamparan tetapi sporadik/tersebar di beberapa lokasi/desa, Kesulitan meneliti 

riwayat tanah mengingat obyek kegiatan sebelumnya adalah tanah yang telah ada 

status hak/penguasaan,Terpenuhinya persyaratan kelengkapan berkas memerlukan 

waktu mengingat setiap bidang mempunyai riwayat penguasaan tanah yang 

berbeda-beda.
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B. Saran 

Penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan 

dalam pelaksanaan program Redistribusi tanah objek landreform, yakni : 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 

Kesuksesan suatu kegiatan akan dilihat dan dicontoh oleh daerah lain 

dalam mewujudkan suatu kegiatan yang lebih maksimal. Adapun dalam suatu 

kegiatan tidak semua berjalan dengan lancar akan tetapi alangkah baiknya jika 

melakukan suatu kegiatan dilihat terlebih dahulu kegiatan sebelumnya, apakah 

ada kendala yang menjadikan tidak berhasilnya suatu kegiatan atau tidak, jika ada 

maka perlunya memperbaiki dengan cara diskusi, jika sudah memperbaiki baru 

memutuskan apakah akan diadakan atau tidak kegiatan yang baru.  

2. Desa Trirenggo  

Masyarakat itu berjalan sesuai dengan perintah dari Kepala Desa, ibaratnya  

masyarakat Desa itu tidak mau ambil pusing, kebanyakan masyarakat Desa manut 

dengan edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kelurahan. Untuk itu pihak Desa 

terutama dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini seharusnya memberikan 

informasi secara maksimal, tidak hanya intinya saja. 

Penulis berharap dengan selesainya kegiatan redistribusi tanah objek 

landreform Tahun 2019 ini menjadi pembelajaran atas kegiatan redistribusi tanah 

objek landreform pada daerah lain yang ingin mengadakan. 
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